
 

 

 
 BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

RANCANGAN PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BLORA 

NOMOR            TAHUN  2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1 

TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  BLORA, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan 

dinamika kebijakan Pemerintah terkait perizinan, 

maka perlu dilakukan perubahan, pencabutan dan 

penyesuaian  terhadap beberapa ketentuan yang 

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu; 

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 
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  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  6322); 

5. Peraturan Presiden Nomor  97  Tahun  2014 tentang 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora 

Nomor 1);  

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 19 

Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Blora Nomor 19); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA 

dan 

BUPATI BLORA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1 

TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN 

TERTENTU.  
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 1) diubah sebagai berikut: 

1.  Ketentuan huruf c Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi 

sebagai berikut: 

 Pasal 2 

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri 

atas :  

a.   Retribusi IMB;  

b.   Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;  

c.   dihapus; 

d.   Retribusi Izin Trayek.  

2.  Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 

10A yang berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 10A 

(1) Tarif Retribusi IMB ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 

sekali. 

(2) Peninjauan tarif Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks  harga  dan 

perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

3.  Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 11 

Besarnya Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 

Pasal 10A berlaku pula untuk IMB Pemutihan. 

4.  Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 

19A yang berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 19A 

(1) Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 
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(2) Peninjauan tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks  harga  dan perkembangan 

perekonomian. 

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

5.  Ketentuan Pasal 21 dihapus. 

6.  Ketentuan Pasal 22 dihapus. 

7.  Ketentuan Pasal 23 dihapus. 

8.  Ketentuan Pasal 24 dihapus. 

9.  Ketentuan Pasal 25 dihapus. 

10.  Ketentuan Pasal 26 dihapus. 

11.  Ketentuan Pasal 27 dihapus. 

12.  Ketentuan Pasal 28 dihapus. 

13.  Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 

35A yang berbunyi sebagai berikut 

 
Pasal 35A 

(1) Tarif Retribusi Izin Trayek ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 

tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud 

pada  ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks  harga  

dan perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

14.  Ketentuan Lampiran III dihapus. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora. 

                                           

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal  

BUPATI BLORA, 

Cap Ttd. 

DJOKO NUGROHO 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

Cap Ttd. 

KOMANG GEDE IRAWADI 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR  

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA 

TENGAH : (         /2019) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 

NOMOR             TAHUN 2019 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1 

TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

I. UMUM 

 Dalam rangka memperbaiki pelayanan perizinan agar menjadi 

lebih mudah, lebih cepat dan lebih terintegrasi tanpa meniadakan 

fungsi perlindungan kepada masyarakat dan pengawasan terhadap 

suatu kegiatan atau usaha serta sehubungan dengan ditetapkannya 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang 

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 

tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penetapan Izin Gangguan di Daerah, peraturan mengenai Izin 

Gangguan yang ada pada Peraturan Daerah ini perlu dihapus. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

 Angka 1 

  Pasal 2 

   Cukup jelas. 

 Angka 2 

  Pasal 10A 

   Cukup jelas. 

 Angka 3 

  Pasal 11 

   Yang dimaksud dengan “IMB Pemutihan” adalah IMB 

untuk bangunan yang sudah terbangun dan belum 

memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, 

peruntukkan dan penggunaan yang ditetapkan dalam 

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK), Rencana 

Teknik Ruang Kawasan (RTRK), dan/atau Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan (RTBL). 
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 Angka 4 

  Pasal 19A 

   Cukup jelas. 

 Angka 5 

  Pasal 21 

   Cukup jelas. 

 Angka 6 

  Pasal 22 

   Cukup jelas. 

 Angka 7 

  Pasal 23 

   Cukup jelas. 

 Angka 8 

  Pasal 24 

   Cukup jelas. 

 Angka 9 

  Pasal 25 

   Cukup jelas. 

 Angka 10 

  Pasal 26 

   Cukup jelas. 

 Angka 11 

  Pasal 27 

   Cukup jelas. 

 Angka 12 

  Pasal 28 

   Cukup jelas. 

 Angka 13 

  Pasal 35A 

   Cukup jelas. 

 Angka 14 

  Cukup jelas. 
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Pasal II 

 Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 

 


